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KATA PENGANTAR 
 

 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dimana 

pelaksanaannya diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sudah 12 

kali penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dimulai sejak 1955 hingga 

2019. Dan, saat buku ini akan diterbitkan bersamaan dengan 

pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Tentunya proses demokrasi dari 

masa ke masa di negeri ini diharapkan semakin berkualitas, berjalan 

secara adil dan bermartabat.  

Buku ini hadir semoga menjadi penambah wawasan dan penjawab 

atas kegelisahan, kecurigaan, dan kesangsian atas penyelenggaraan 

Pemilu yang syarat kecurangan dan pelanggaran yang bisa jadi 

dilakukan oleh peserta, penyelenggara maupun masyarakat sendiri. 

Karena buku ini hasil kolaborasi dan sinergi dari beberapa tenaga 

pengajar yang konsen dalam kepemiluan dari berbagai perguruan 

tinggi di Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih. 

Adapun sistematika penulisan yang terkandung di dalam buku ini 

terurai dalam Empat Belas Bab, yaitu: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan 

Asas Pemilihan Umum; Pengertian, Fungsi, Sistem dan Tipe Partai 

Politik; Standar Internasional Pemilu Demokratis; Standar 

Internasional Penegakan Hukum Pemilu; Macam-Macam Sistem 

Pemilu; Pemilihan Umum DPR dan DPD; Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; Penyelenggara Pemilu; Tindak Pidana Pemilu; Pelanggaran 

Administrasi Pemilu; Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan 

Tindak Pidana Pemilu; Kode Etik dan Pelanggaran Dalam 

Penyelenggaraan Pemilu; Pemilu Dalam Perspektif Perbandingan. 

Masih belum hilang dari ingatan kita pada Pemilu 2019, banyak 

penyelenggara Pemilu di bawah terutama kelompok penyelenggara 

pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia pada pemungutan 

dan penghitungan suara akibat kelelahan Karena berjalan hampir 

seharian penuh bahkan, berganti hari. Inilah problematika Pemilu 

serentak dari sisi durasi pelaksanaan yang kurang efisien. 
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Kenapa masih ada kecurigaan dan kesanksian atas 

penyelenggaraan Pemilu yang melibatkan kedaulatan rakyat?  Semua 

itu tidak terlepas dari praktik-praktik proses demokrasi pergantian 

kepemimpinan dan perebutan kekuasaan itu masih diwarnai tindakan 

tidak etis. Seperti politik uang, penyebaran berita hoaks, ujaran 

kebencian, dan intimidasi penggunaan suara, serta politik identitas. 

Bahkan, masih ada kata minor terkait kredibilitas penyelenggara baik 

KPU atau Bawaslu dalam menegakkan hukum Pemilu. Makanya buku 

ini dihadirkan berisi mulai dari pengertian Pemilu, asas, sistem Pemilu 

dan partai politik. Ada penegakan hukum dalam penanganan 

pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, kode etik, dan tindak 

pidana Pemilu, serta penyelesaian sengketa problematika Pemilu 

serentak dan perbandingan Pemilu di berbagai negara. 

Semoga buku ini enak dibaca dan tetap optimis bahwa proses 

demokrasi negara kita jauh semakin lebih baik. Selamat membaca.(*) 
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BAB 1  

PENGERTIAN, TUJUAN, 

FUNGSI, DAN ASAS 

PEMILIHAN UMUM 
 

 

Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. 

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar 

 

 

 

Pengertian Pemilihan Umum 
Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan 

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 

untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan 

pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu 

dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat 

untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUPemilu, 7/2017). 
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adil inheren dalam diri seseorang, namun pada sisi yang lain adil 

juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang 

lain. Karena itu, Pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, 

baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun 

penyelenggara Pemilu (Jurdi, 2018). 

Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas Pemilu yang 

adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan 

kelompok tertentu yang menyebabkan hasil Pemilu tidak memiliki 

kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Pemilu 

yang kredibel adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan adil. 

 

 

Daftar Pustaka 
Herman, K. ( 2019). https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-

dan-fungsi-pemilu. Retrieved April 15, 2023 

Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group. 

Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group. 

Ramlan Surbakti, d. (2008). Perekayasaan Sistem Pemilu untuk 

Pembangunan Tata Politik Demokratis. Jakarta: Cet I, Kemitraan. 

T. Indratno, H. B. (2008). Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

Yogyakarta: Kanisius. 

UUPemilu. (7/2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. 
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PROFIL PENULIS  

Abdul Hakam Sholahuddin, M.H.   

Ketertarikan terhadap dunia kePemiluan sudah 

dimulai sejak di bangku kuliah di STAI Sunan 

Giri Bojonegoro. Penulis yang lahir di 

Bojonegoro,  1 Januari 1975 silam ini terus 

menekuni kegiatan politik dan Pemilu. Sebagai 

aktivis mantan Ketua PC PMII Bojonegoro, 

tahun 2000 penulis menjadi koordinator 

Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu 

(JAMPPI) Bojonegoro dan merangkap sebagai 

pegiat presidium KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) di 

Bojonegoro. Saat itu, era dimana pemantau menjadi harapan dan 

tumpuan masyarakat untuk mengawal dan menghadirkan proses 

demokrasi yang berkualitas dan bermartabat pasca reformasi.  

Setelah wisuda S-1, penulis bekerja sebagai wartawan Jawa Pos Radar 

Tulungagung 2002-2016. Selama 14 tahun sebagai jurnalis, kegiatan 

jurnalistiknya lebih menekuni berita-berita politik dan kePemiluan. 

Sudah beberapa tulisan opini yang dimuat di Radar Tulungagung 

maupun Radar Blitar sebagai bentuk respons dan refleksi atas kondisi 

sosial dan politik. Salah satunya opini berjudul "Pilkada Tulungagung, 

Mike Tyson vs Chris John". Penulis selalu mengawal perhelatan 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa 

daerah, di antaranya Tulungagung, Trenggalek, maupun di Kab/Kota 

Blitar dengan pemberitaan yang edukatif.   

Selain sebagai pegiat Pemilu, penulis menjadi tenaga pengajar di 

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar dan 

mengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) UIN Sayyid Ali 

Rahmatullah Tulungagung. Salah satu mata kuliah yang diampu 

adalah Hukum Kepartaian dan Pemilu. 
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Saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Kabupaten Blitar dan kini sedang menyelesaikan studi program 

doktoral di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. 

Email Penulis: hakamfhunisba@gmail.com 
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BAB 2  
PENGERTIAN, FUNGSI, 

SISTEM DAN TIPE PARTAI 
POLITIK  

 

 

Chairul Bariah, S.H., M.H.  

STISIP Al Washliyah Banda Aceh 

 

 

 

Pengertian Partai Politik  

Politik merupakan aneka macam agenda dalam sistem politik atau 

negara, berkenaan dengan proses penentuan tujuan sistem dan 

pelaksanaan tujuan. Pengambilan keputusan tentang tujuan sistem 

politik berkaitan dengan memilih di antara beberapa pilihan dan 

menetapkan prioritas dan tujuan yang dipilih (Miriam Budiardjo, 

2008). 

Politik adalah interaksi negara dan masyarakat dalam proses 

pengambilan dan pelaksanaan keputusan untuk kepentingan bersama 

masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu (Ramlan Surbakti, 1992). 

Partai politik merupakan bagian integral dari sistem demokrasi di 

setiap Negara. Jika suatu negara tidak memiliki partai politik, maka 

tidak dapat dikatakan Negara tersebut demokrasi, karena partai 

politik pada hakikatnya adalah ekspresi kebebasan masyarakat untuk 

membentuk kelompok sesuai dengan kepentingan sendiri (Muhadam 

L dan Teguh I, 2015). 

Budiardjo berpendapat partai politik merupakan golongan orang 

yang terstruktur yang mempunyai tujuan serta keinginan yang sama. 

Tujuan dari golongan ini yaitu mencapai kedaulatan di dalam politik 

melalui program-program yang dibuat (Miriam Budiardjo, 2008).  
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memiliki kecerdasan politik dan kekuatan politik yang tinggi 

mereka memiliki basis massa yang signifikan hal itu dapat 

meningkatkan kekuatan elektoral partai. Di Indonesia, contoh 

partai politik jenis ini adalah Partai Demokrat. Dipahami bahwa 

partai politik ini tidak memiliki basis elektoral yang jelas. 

Bagaimana Seperti partai-partai populer, ambiguitas tentang 

basis elektoral merekalah yang mendefinisikan mereka. 

Demokrat harus peka terhadap isu-isu strategis pemilih 

(Muhadam L dan Teguh I, 2015). 

 

 

Daftar Pustaka  

Anwar Arifin. (2014). Politik Pencitraan Pencitraan Politik. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Firmanzah. (2007). Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia. 

Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

Miriam Budihardjo. (2007). Demokrasi di Indonesia. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka. 

Muhadam L dan Teguh I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan 

Umum Di Indonesia. Depok: Kharisma Putra Utama Offset. 

Muhadam Labolo. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum 

di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 

Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir. (2016). Pembangunan Politik. 

Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 

Peter G.J. Pulzer. (1967). Political Representation and Elections in 

Britain. London: George Allen and UnwinLtd. 

Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. 

Richard Gunther Dkk. (2002). Political Parties, OId Concepts andNew. 

New York: Oxford University Press. 
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Sigmund Neumann. (1963). Modern Political Parties dalam 

Comparative Politics: A Reader, Edited Oleh Harry Eckstein dan 

David E. Apter. London: The Free Press of Glencoe. 
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PROFIL PENULIS 

Chairul Bariah, S.H., M.H. 

Lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 April 

1986, merupakan anak ke tiga dari empat 

bersaudara. Penulis mempunyai 

ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 

2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang 

memotivasi saya untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang telah 

ditempuh yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus 

Universitas Syiah Kuala Tahun 2004 dan 

selanjutnya saya melanjutkan S2 masih di jurusan yang sama yaitu 

Ilmu Hukum di Tahun 2012.  

 

Saat ini penulis merupakan Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh sejak tahun 

2018. Selain itu penulis juga merupakan dosen luar biasa di UIN Ar-

Raniry di Banda Aceh sejak tahun 2019 dan juga sebagai Tuton pada 

Universitas Terbuka sejak 2022.  

 

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum. Dan untuk 

mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif 

sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai 

oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI serta 

diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, 

pengabdian kepada masyarakat dan selanjutkan menulis buku ber 

ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

bangsa dan Negara. 
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BAB 3  

STANDAR INTERNASIONAL 

PEMILU DEMOKRATIS 
 

Herniwati, S.H., M.H. 

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin 

Singkawang 

 

 

 

Pengertian Pemilu 
Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu memiliki hubungan erat 

dengan partai politik dan pergantian pemimpin pada suatu negara 

atau di suatu daerah. Berikut paparan pengertian Pemilu menurut 

beberapa penulis. Menurut Uu Nurul Huda Pemilu adalah suatu cara 

atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili 

rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan (dalam arti luas). 

Sehingga Pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi 

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga 

perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi 

warga negara dibidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang politik. Pemilu 

dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena rakyat 

tidak mungkin memerintah secara langsung. Maka dari itu 

diperlukannya cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah 

suatu negara selama dalam kurun waktu tertentu (N. Huda, 2018). 

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Mengungkapkan 

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat 

prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah keharusan 

pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai asas bahwa 

rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada 

rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu Pemilu adalah suatu 
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rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang 

setara. 

 

Universal Declaration of Human Rights menjamin hak hukum 

setiap warga Negara untuk berekspresi, berkumpul, menyatakan 

pendapat melalui perkumpulan dan atau organisasi (melalui partai 

politik, lembaga swadaya masyarakat, non governmental 

organization, dll) serta hak turut serta dalam pemerintahan 

(pemilihan eksekutif, legislatif, yudikatif) melalui sebuah 

penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Perhatian dunia terhadap 

pelaksanaan Pemilu yang demokratis sangat tinggi sehingga menjadi 

tuntutan setiap Negara untuk dapat melaksanakannya di Negara 

masing-masing. 
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Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai suatu pesta demokrasi, diharapkan 

menjadi manifestasi  kehendak rakyat, yaitu  rakyat diberikan hak 

untuk mengeluarkan pendapatnya sebagai suatu hak politik. Hal 

tersebut merupakan bentuk keikutsertaan rakyat dalam 

pemerintahan, sehingga dalam proses Pemilu tidak hanya merupakan 

produk dari pemerintah dan lembaga negara lainnya, tetapi juga hasil  

demokrasi yang tercermin dari keinginan rakyat. Oleh karena itu, 

Pemilu merupakan suatu bentuk demokrasi bagi rakyat yang 

sebenarnya.  Sebagaimana pendapat dari Abraham Lincoln dalam 

Sunny Ummul Firdaus (Sunny Ummul Firdaus, 2019) menyebut 

demokrasi itu bahkan disebut sebagai suatu kekuasaan dari, oleh dan 

untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people) 

yang artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat 

dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi 

arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan 

kenegaraan.  

Perihal demokrasi yang diharapkan benar dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola 

yang sesungguhnya bahwa pemerintah menjalankan 

pemerintahannya dengan senantiasa melibatkan rakyat untuk 

menyampaikan aspirasi/suara untuk kepentingan mereka atau 

keterwakilan dari kepentingan rakyat seutuhnya. 
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15. Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pemilu  

Mekanisme/proses Pemilu wajib dilaksanakan 

sebagaimana/sesuai aturan yang menjadi dasar hukum 

terselenggaranya, sebab hal tersebutlah yang dapat menunjukkan 

bagaimana penegakan hukum Pemilu itu dilaksanakan sesuai 

dengan nilai nilai demokratis yang diinginkan, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara baik dan 

seimbang. 
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Pengertian Sistem Pemilihan Umum 
Sistem Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan 

sistem penyelenggaraan Pemilu yang digunakan di sebuah negara 

untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan hasil 

pemenang Pemilu. Sederhananya sistem Pemilu ini menjadi sarana 

rakyat untuk memilih kandidat sebagai wakil rakyat dalam 

menyuarakan aspirasi rakyat itu sendiri, juga merupakan salah satu 

diantara beberapa unsur dalam politik yang memiliki pengaruh besar 

terkait isu-isu pada tataran pemerintahan. 

       Mengutip yang disampaikan oleh Joseph A. Schumpeter bahwa,  

sistem Pemilu di lain sisi tidak hanya dimaknai sekedar proses 

demokrasi yang sederhana, melainkan penataan kelembagaan, 

dimana individu berjuang secara kompetitif untuk meraih kekuasaan, 

sehingga sampai pada posisi pengambilan keputusan politik 

(Schumpeter, 1974). Adanya pembentukan sistem Pemilu ini guna 

memahami situasi politik saat ini yang mampu mengakomodasi 

perubahan yang ada pada masyarakat di masa depan. Karena, 

perkembangan demokrasi dalam sistem Pemilu di tentukan dari pola 

hubungan antara rakyat dengan pemerintah yang hal ini harus 

dijalankan secara dialektik dalam memberikan sumbangsih pada 

pergerakan Pemilu di Indonesia. 
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Pengantar Pemilihan Umum DPR dan DPD (Legislatif Pusat) 

Indonesia adalah negara berdaulat dimana kekuasaan tertinggi 

berada di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat merupakan 

konsep yang berlaku bagi bangsa-bangsa yang merdeka (Indra, 2014). 

Pemilu adalah salah satu cara untuk menjalankan kedaulatan rakyat. 

Pasal 22E(1)-22E(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur ketentuan yang 

berkaitan dengan pemilihan umum. Pasal tersebut berbunyi: 1. 

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil setiap lima tahun; 2. Partai politik mencalonkan diri 

sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum; 3. Perseorangan 

mencalonkan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah dalam 

pemilihan umum; 4. Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, 

tetap, dan tidak memihak mengawasi penyelenggaraan pemilihan 

umum. 5. Unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pemilihan umum 

diatur dengan undang-undang (Izzaty & Nugraha, 2019). 

Proses demokrasi harus digunakan untuk menyelenggarakan 

Pemilu ini. Pengertian demokrasi adalah “pemerintahan rakyat”, 

dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

secara langsung atau tidak langsung berdasarkan sistem perwakilan. 
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penjelasan. Pemilihan umum serentak DPR, DPD, DPRD, serta 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 diselenggarakan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. Untuk penyelenggaraan Pemilu digunakan konsep 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Teguh Prasetyo, 

2019). Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU RI 

menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas imparsialitas, 

independensi, kepastian hukum, ketertiban, transparansi, 

proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan 

efisiensi. Momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia 

adalah pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 2019. Hal ini 

karena Indonesia menyelenggarakan Pemilu presiden, wakil 

presiden dan legislatif pada waktu yang bersamaan atau pada hari 

yang sama. 

Isu-isu berikut ini terkait: "Ambang Batas Parlemen", jika 

sebuah partai politik memperoleh 4% suara di seluruh negeri, ia 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di DPR RI. Kursi 

DPR atau DPR RI diberikan kepada setiap caleg dengan perolehan 

suara terbanyak di daerah pemilihannya. Dengan sistem pemilihan 

terbuka, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) menentukan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. 

Konfigurasinya sebagai berikut: 3-10 kursi DPR RI dan 3-12 kursi 

DPRD kabupaten/kota. Metode konversi suara Saint-Lague murni 

adalah metode penghitungan suara yang menggunakan angka 

pembagi ganjil hanya dalam satu langkah penghitungan. 
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Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu aspek penting dari 

negara demokratis. Hal ini diperkuat oleh pandangan Henry B. Mayo 

bahwa Pemilu merupakan prasyarat utama dari negara demokratis 

yang artinya untuk melihat suatu negara sebagai negara demokratis 

atau tidak maka Pemilu menjadi salah satu indikator utamanya (Saud 

et al., 2020). Oleh karena itu, pentingnya Pemilu menjadi aspek 

penting sehingga nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan di setiap 

negara yang mengaku sebagai negara demokratis.  

Salah satu orientasi Pemilu adalah memilih Presiden dan Wakil 

Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal 

penting di negara republik. Republik secara leksikal berasal dari kata 

“res publica” yang artinya kepentingan umum (I Dewa Gede Atmadja, 

2021). Hal ini berarti di negara Republik kepentingan umum menjadi 

orientasi penting sehingga pendirian negara Republik dimaksudkan 

untuk memfasilitasi terselenggaranya kepentingan umum bagi 

masyarakat (Struić, 2022). Oleh karena itu, dalam negara republik, 

pemimpin ditentukan oleh kepentingan umum yang termanifestasi 

dalam Pemilu sehingga  Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah 

pemegang mandat dari kepentingan publik.  

Tulisan ini berupaya memaparkan asas-asas dalam Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden serta perkembangan konsep dan teori 

terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Perkembangan teori 
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hukum terbuka adalah ranah pembentuk undang-undang 

(Satriawan & Lailam, 2019).  

Pengujian mengenai PT tersebut menemui babak baru dan 

perkembangan baru pasca hadirnya Putusan MK No. 73/PUU-XX/ 

2022. Sekalipun Putusan MK No. 73/PUU-XX/ 2022 sejatinya 

menegaskan bahwa dalam amarnya permohonan ditolak, namun 

salah satu konstruksi hukum dari ratio decidendi Putusan MK ini 

adalah penegasan MK bahwa rumusan persentase PT tidak boleh 

berasal dari kesepakatan politik praktis yang tidak berakar pada 

orientasi ilmiah. MK menegaskan bahwa berapa pun persentase 

dari PT  seyogyanya harus didasarkan pada ketentuan dan 

metodologi ilmiah.  Dalam Putusan MK ini, MK mencontohkan 

sekaligus mengapresiasi penggunaan metode ENPP (Effective 

Number of Parliamentary Parties) sebagai metode utama 

penetapan PT.   

 

Kedua contoh substansi Putusan MK yang berkaitan dengan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di atas sejatinya menjadi contoh 

bahwa ketentuan mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

selalu berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa memahami 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya melalui hukum positif 

yaitu dalam UUD NRI 1945 dan UU Pemilu saja tidaklah cukup, tetapi 

juga harus melihat dan mengacu pada perkembangan terkini putusan 

pengadilan, khususnya Putusan MK sebagai putusan pengadilan 

konstitusi. 
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Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 
Indonesia merupakan negara yang memegang teguh konsep 

kesejahteraan. Konsep kesejahteraan yang dianut ini menjadi sebuah 

pegangan bagi negara untuk menjalankan kehidupan bernegara agar 

tercapainya cita-cita luhur yang tertuang pada alinea ke-4 pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 

1945). Untuk mencapai keinginan luhur, Negara menjamin seluruh 

aktivitas bernegara dengan sebuah hukum. Harapannya hukum 

memiliki daya kepastian yang dapat mewujudkan nilai keadilan dan 

kemanfaatan. Selain itu hukum juga menjadi tonggak untuk 

mewujudkan sistem demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat.   

Demokrasi di Indonesia menjadi sebuah harkat martabat 

tertinggi bagi masyarakat untuk mewujudkan dan mengekspresikan 

persamaan hak diri. Setiap negara bebas memilih sistem yang ia 

inginkan dalam tatanan bernegara. Indonesia saat ini memilih 

demokrasi yang pada umumnya negara-negara maju dan negara-

negara yang hendak berkembang menjadi maju, menggunakan sistem 

ini. Demokrasi sendiri lahir atas tuntutan masyarakat yang 

menginginkan adanya persamaan hak yang dijamin oleh pemerintah 

(Irawan, 2016). Menilik dari kata demokrasi yang terdiri dari unsur 
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Pendahuluan 
Ketika negara kita merdeka tahun 1945, dalam konstitusi telah 

ditetapkan bahwa negara kita menganut sistem demokrasi 

perwakilan yang artinya bahwa dalam menjalankan roda 

pemerintahan hak suara terpilih berada ditangan rakyat, akan tetapi 

untuk melakukan Pemilu harus didasarkan pada proses Pemilu yang 

cukup panjang, untuk menduduki wakil-wakil rakyat yang 

menjalankan roda pemerintahan sangatlah tidak mudah, karena 

memiliki tahapan-tahapan agar hasil yang didapat dapat memberikan 

kemajuan bagi bangsa. Pada tahun 1955 saja, sepuluh tahun dari saat 

kita merdeka kita baru melaksanakan Pemilu pertama, yang mana 

pada tahun tersebut kita baru siap untuk menyelenggarakan 

Pemilihan Umum (Pemilu). 

Sesudah dunia luar akhirnya mengakui kedaulatan kita pada 

Desember 1945, dan terutama setelah disahkan UUD semetara pada 

tahun 1950, pola pemerintahan koalisi terus berlanjut. Semua koalisi 

berputar di sekitar dua partai penting, yaitu Masyumi dan PNI, dan 

kemudian pemerintah yang dipimpin oleh Burhanudin Harahap dari 

Masyumi berhasil menyelenggarakan pemilihan parlemen pertama 

pada tahun 1955. Melalui pemilihan tersebut, ditentukan anggota DPR 

dan anggota konstituante (Miriam Budiardjo, 1994).      

Seiring berjalan nampaknya konstitusi kita tidak berjalan sesuai 

dengan kehendak rakyat, tepatnya di tahun 1998, Indonesia 

mengalami pergolakan di berbagai bidang, yang berdampak pada 
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menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, pejabat KPU dan/atau 

Bawaslu ditangguhkan sementara sebelum surat keputusan 

pengunduran diri itu masih berlaku. Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi 

pelaksanaan putusan tersebut.  

Dalam hal melaksanakan tugasnya, DKPP memiliki tanggung 

jawab ganda, yaitu menerapkan prinsip keadilan, independensi, 

imparsialitas dan transparansi; Memverifikasi standar atau etika yang 

berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu; Bersikap netral, pasif, dan tidak 

mengeksploitasi kasus yang muncul untuk popularitas pribadi; dan 

Meneruskan keputusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti 

(Teguh Prasetyo, 2017). 
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Pendahuluan 

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017. Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif 

dan eksekutif, seperti anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil 

Presiden, serta anggota DPRD di daerah. Seluruh pelaksanaan Pemilu 

ini harus berdasarkan pada prinsip Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945), sehingga 

pelaksanaan Pemilu dapat mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang 

berlaku di Indonesia. 

Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Pemilu adalah suatu 

mekanisme atau cara untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. 

Berawal dari pengertian ‘kedaulatan rakyat’ dalam representasi, atau 

yang disebut dengan demokrasi perwakilan. Pada praktiknya, wakil 

rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat menunjukkan ciri khas 

dan cara kerja pemerintahan, serta tujuan jangka panjang dan relatif 

jangka pendek yang hendak dicapai. Untuk mewakili rakyat dengan 

sungguh-sungguh, wakil rakyat harus dilakukan oleh rakyat sendiri, 

melalui Pemilu (general election) (Asshiddiqie, 2014). 

Definisi Pemilu menurut kamus hukum adalah sebagai berikut: 

"Pemilu merupakan proses untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 

akan mewakili kepentingan rakyat di dalam suatu lembaga 

perwakilan rakyat dengan sungguh-sungguh’. Pemilihan anggota-

anggota lembaga perwakilan rakyat dan diadakan setiap 5 tahun 

sekali. 
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Pendahuluan   

Pelaksanaan Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) yaitu 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diselenggarakan 

berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

(luber jurdil) setiap lima tahun sekali, vide Pasal 22E Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis 

UUD 1945) (Eva Safitri, 2021). 

Berbagai permasalahan dan perkara hukum yang menjadi bagian 

tak terpisahkan dari setiap proses Pemilu di Indonesia. Aspek 

penegakan hukum sebagai bangunan penting dalam sistem Pemilu, 

memberikan ruang seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk 

mempertahankan hak dan kedaulatannya. Apabila terjadi hal-hal yang 

mengganggu atau bahkan berpotensi menghilangkan hak dan 

kedaulatannya itu berdasarkan hukum yang berlaku. Gangguan dan 

potensi terhadap hak dan kedaulatan para pihak itulah yang sering 

diartikan sebagai ketidakadilan oleh para pihak yang menggugat atau 

melaporkannya, sehingga proses peradilan adalah satu- satunya jalan 

yang tentu saja paling memadai dan sesuai untuk menyelesaikan 

segala persoalan ketidakadilan yang terjadi.  



Pelanggaran Administrasi Pemilu 

 

154 Dara Pustika Sukma 

6. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi 

hukuman (The power to enforce decisions or impose penalties). 

 

Melihat kriteria di atas menunjukkan bahwa Bawaslu termasuk 

dalam kategori sebagai lembaga yang menjalankan fungsi judicial. 

Beranjak dari pemikiran bahwa Bawaslu melaksanakan fungsi 

judicial, maka putusan Bawaslu seharusnya dapat pengujian melalui 

upaya banding, dan putusan banding bersifat final dan mengikat (final 

and binding). 
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Konsep Dasar Administrasi dan Pelanggaran Administrasi 
Pembahasan tentang pelanggaran administrasi tidak lengkap tanpa 

mengetahui secara epistemologi dan ontologi dari administrasi. 

Konsep maupun teori diperlukan bukan hanya dalam menganalisa 

namun juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat awam 

tentang esensinya. Hal ini untuk menghindari adanya perluasan istilah 

yang dapat mengakibatkan multitafsir, salah pemahaman, dan salah 

kaprah terhadap suatu permasalahan. 

1. Pengertian Administrasi 

Pemahaman atas suatu hal penting agar tidak terjadi asumsi 

pribadi manusia yang salah dan menyebabkan proses pengetahuan 

juga menjadi samar. Pengertian administrasi (Sondang P Siagian, 

2016) diambil dari ranah ilmu sosial yaitu:  

a. Administrasi dari segi bahasa yaitu dari kata ad dan ministrate, 

ad yang berarti untuk dan ministrate yang berarti melayani; 

b. Administrasi dari etimologi adalah aktivitas atau tindakan dua 

orang/lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. 

 

Berdasarkan dua pengertian di atas, jika diibaratkan lembaga 

negara merupakan “orang” dalam pengertian administrasi maka 
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Partai politik di Indonesia sangat ego sektoral dimana ego ini 

dipengaruhi oleh romantisme-romantisme tertentu. Hal ini 

menyebabkan adanya kavling-kavling tertentu pada bidang-bidang 

pekerjaan. Salah satu contohnya adalah dunia pendidikan yang 

seharusnya tidak tercampur politik menjadi ajang merosotnya nilai 

pendidikan di Indonesia. Hal yang seharusnya tidak dicampuradukkan 

dengan dimensi ini. Diperlukan perubahan besar-besaran bukan 

hanya dalam dimensi pendidikan namun pada inti masalah itu sendiri, 

yaitu sistem politik itu sendiri. 
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Kode Etik Penyelenggara Pemilu  
Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)  berlandaskan, 

Pancasila dan UUD  NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) No. VI/MPR/2001 tentang Etika 

Kehidupan Berbangsa dan sumpah atau janji anggota sebagai 

penyelenggara Pemilu. Pancasila sebagai sumber hukum dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan (Didik Suhariyanto, 

2018). Pemilu merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia dalam 

menentukan pemimpin bangsa Indonesia secara demokratis sesuai 

dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia (Fauzan, 

2016). 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai Indonesia sebagai negara 

hukum dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari 

perbuatan sewenang-wenang (Suhariyanto, 2021). 
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Konsepsi Hukum KePemiluan di Indonesia 
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dituangkan 

dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 

Republik Indonesia 1945. Hans Kelsen (Gaffar, 2013b) mengatakan 

bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum 

yang menjadi sumber validitas dari norma-norma hukum yang 

digunakan oleh negara. Seiring perkembangan zaman tentang konsep 

negara hukum modern dari konsep rechtsstaat, konsep rule of law, 

hingga konsepsi welfare state menggambarkan bahwa negara hukum 

diselenggarakan berdasarkan aturan hukum sebagai manifestasi 

jaminan-jaminan penyelenggaraan negara yang tertib dan 

berkeadilan (Gaffar, 2013a). 

Konsepsi negara hukum yang dibatasi Konstitusi dalam kerangka 

rechtsstaat maupun rule of law mencirikan prinsip negara demokrasi. 

Prinsip demokrasi memberikan kebebasan dan ruang bagi seluruh 

rakyat untuk dapat membangun negara dan/atau pemerintahan. 

Jaminan terhadap prinsip demokrasi di Indonesia dituangkan melalui 

konstitusi negara dalam bentuk UUD 1945 sebagai hukum dasar 

dalam menjalankan negara. Sistem demokrasi yang didasarkan pada 

suatu konstitusi menunjukkan bentuk demokrasi konstitusional. 

Dengan demikian setiap hak rakyat dijamin oleh konstitusi dan tidak 

dibenarkan adanya tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap 

hak-hak rakyat. 
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